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TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
LAPORAN KINERJA INSTANS! PEK4ER1NTAH (LKjIPj 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
K A B U P A T E N PURWOREv iO 

Menimbang : a. bahwa dengan telah d i l aksanakannya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo 
T a h u n Anggaran 2019, m a k a berdasarkan I n s t r u k s i 
Presiden Nomor 7 T a h i m 1999 t en tang Laporan Kinerja 
Instans i Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Pum'orejo selaku Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) wajib m e n y u s u n Laporan Kinerja Ins tans i 
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. 

b. bahwa demi ke lancaran penyusunan Laporan Kinerja 
Instans i Pemerintah (LKjlP) Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Punvorejo per lu 
memben tuk T im Penyusun. 

c. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d i m a k s u d 
pada h u r u f a dan h u r u f b, p emben tukan t i m per lu 
d i te tapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo t en tang 
Pembentukan T im Penyusun Laporan Kinerja Instans i 
Pemerintah (LKjlP) Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Purorejo T a h u n 2019. 

rng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
L ingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang -Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bers ih dar i Korups i , Kolusi 
dan Nepotism.e (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang -Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana te lah d i u b a h dengan 
Peraturan Pemerintah F\';ngganti Undang-Undang Nomor 2 
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